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A. [bookmark: _TOC_250032]PengertianKesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasibencanamelaluipengorganisasiansertalangkah-langkahyangtepat guna, efisien, dan efektif untuk menyelamatkan kehidupan manusia serta mengurangi kerugian dan penderitaan.1
Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana, baik berupa pengetahuan, kebijakan, rencana tindakan, maupun sumber daya, agar dapat meminimalisasi risiko.2
Kesiapsiagaan merupakan bentuk perlindungan aktif yang dilakukan baik sebelummaupunsaatterjadibencana,bertujuanmemberikansolusijangkapendek danmendukungpemulihanjangkaPanjang.3Kesiapsiagaanmencakupserangkaian langkah cepat, tepat, dan efektif dalam menghadapi bencana. Secara umum, kesiapsiagaanadalahtindakanantisipatifsebelumbencanaterjadiagarmasyarakat mampumeresponssecarasigapsaatbencanaberlangsungdansetelahnya4.Halini






[bookmark: _bookmark0]1Sutopo,P.N.(2008).ManajemenBencana:StrategiNasionalMenghadapiBencanadiIndonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
[bookmark: _bookmark1]2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010–2014. Jakarta: BNPB.
[bookmark: _bookmark2]3Dodon,D.(2013).ManajemenBencanadanKesiapsiagaanMasyarakat.Jakarta:GrahaIlmu.
[bookmark: _bookmark3]4Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor24Tahun2007tentangPenanggulanganBencana.
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penting untuk mencegah korban jiwa, kerugian materi, dan gangguan terhadap tatanan sosial5.
Penilaian terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat menjadi penting karena hal ini berpengaruh pada keselamatan dan kemampuan mereka merespons bencana.6


a) [bookmark: _TOC_250031]DasarHukum Kesiapsiagaan

Landasan hukum kesiapsiagaan di Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 44. Dalam penanggulangan bencana, ketika suatu daerah memiliki potensi terjadinya bencana, maka perlu dilakukan kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini. UU ini menekankan pentingnya respons yang sigap dalam menghadapi bencana, terlebih karena Indonesia rawan bencana. Bentuk kesiapsiagaan meliputi:7
1) Penyusunansertaujicobarencanadarurat.

2) Pemasangandanpengujiansistemperingatandini.

3) Penyediaanlogistikdasar.

4) Pelatihan,penyuluhan,dansimulasitanggapdarurat.

5) Penyiapantempatevakuasisementara.

6) Pengumpulandatasertainformasitanggapdarurat.



[bookmark: _bookmark4]5Suharini, N. K. (2019). Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.Jurnal IlmiahKebencanaan, 4(2), 580–590.

[bookmark: _bookmark5]6Streeter, C. L.,&Gillespie,D.F. (1987). Conceptualizingand MeasuringDisasterPreparedness.
InternationalJournalofMassEmergenciesandDisasters,5(2),155–176.
[bookmark: _bookmark6]7Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor24Tahun2007tentangPenanggulanganBencana.
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7) Penyediaansaranadanprasarana pemulihan.



b) [bookmark: _TOC_250030]Tujuan Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan bertujuan mengurangi dampak bencana melalui tindakanpreventifyangefektifdan efisien8.Tujuankesiapsiagaan meliputi:9
1) Mengurangi Ancaman: Walaupun tidak bisa dicegah sepenuhnya, seperti gempa atau letusan gunung, dampaknya bisa diminimalkan melalui tindakan antisipatif.
2) Mengurangi Kerentanan: Masyarakat yang siap akan lebih mudah melakukan tindakan penyelamatan saat bencana.
3) MengurangiAkibat:Persiapanmenghadapibencana,sepertipenyediaan air bersih, dapat mengurangi penyebaran penyakit pasca bencana.
4) MenjalinKerjasama:Penanggulanganbencanamemerlukankolaborasi antara masyarakat dengan lembaga seperti puskesmas, aparat, dan lainnya.


c) [bookmark: _TOC_250029]SifatKesiapsiagaan

Kesiapsiagaanmerupakanbagianintegraldaripengelolaanbencana yangmencakuptanggapdarurat,pemulihan,rekonstruksi,pencegahan,dan mitigasi.Keberhasilannyaditentukanolehlangkah-langkahyangdilakukan sebelumbencana.Setelahbencana,implementasikesiapsiagaanterlihatdari

[bookmark: _bookmark7]8Dodon,D.(2013).ManajemenBencanadanKesiapsiagaanMasyarakat.Jakarta:GrahaIlmu.
[bookmark: _bookmark8]9IDEPFoundation.(2007). ModulPendidikanSiagaBencanauntukSekolahdanKomunitas.Bali: IDEPFoundation.





[bookmark: _bookmark10]efektivitas respon dan proses pemulihan. Saat proses rekonstruksi berlangsung, kesiapsiagaan harus tetap dibangun untuk menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.
Namun, kondisi kesiapsiagaan bersifat dinamis. Tingkat kesiapan masyarakatbisaberubahkarenaberbagaifaktorsepertisosial,budaya,politik,dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan rutin dan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan serta meningkatkan kesiapsiagaan.10


d) [bookmark: _TOC_250028]ParameterPenilaianKesiapsiagaan

Kesiapsiagaanmasyarakat mencakup:11

1) Pengetahuan: Pemahaman tentang bencana, penyebab, gejala, dan langkah yang harus dilakukan akan memengaruhi sikap siaga masyarakat, terutama di daerah rawan bencana.
2) Sikap Kesiapsiagaan: Melibatkan tindakan konkret dalam mengurangi risiko bencana.Sikapini dipengaruhiolehtingkat pengetahuan tentang bencanadankesiapan dalammenyelamatkan diri,sertakesadaran akan risiko.
3) Rencana Tanggap Darurat: Menyusun rencana keluarga saat darurat, rencana evakuasi, akses pertolongan pertama, pemenuhan kebutuhan dasar(sepertimakanandanalatkomunikasi),perlengkapansiaga




[bookmark: _bookmark9]10,11LIPI&UNESCO/ISDR.(2006).KajianKesiapsiagaanMasyarakatdalamMenghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Jakarta: LIPI-UNESCO.





bencana, informasi penting (nomor kontak darurat), dan latihan simulasi.
4) Sistem Peringatan Dini: Adanya sistem informasi yang dapat memperingatkan masyarakat sebelum bencana terjadi. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil tindakan tepat dalam waktu terbatas guna menyelamatkan diri dan mengurangi kerugian.
5) MobilisasiSumberDaya:Meliputiketerlibatananggotakeluargadalam pelatihan, ketersediaan dana darurat, keterampilan terkait kesiapsiagaan, dan kesepakatan keluarga dalam memantau perlengkapan darurat secara berkala.


B. PenangananDaruratolehUnitPenjinakanBomSatuanBrimob

Penangananterhadapkejahatanyangmengancamketertibanumum,seperti ancaman bom, merupakan bagian dari fungsi represif kepolisian yang bertujuan memulihkan kondisi keamanan secara cepat dan efektif. Dalam konteks ini, Unit Penjinakan Bom merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Fungsikepolisianyangbersifatrepresifharussegeraditerapkanuntukmenghindari eskalasi gangguan keamanan, terutama terhadap kejahatan berisiko tinggi seperti ancaman bahan peledak.12
Penangananbahanpeledakharusdilakukanolehpersonelbersertifikasidan denganalatpendukungmemadai.Selainaspekteknis,pentingjugadilakukanpost-



[bookmark: _bookmark11]12Soekanto,Soerjono.(2007).SosiologiSuatuPengantar.Jakarta:RajaGrafindoPersada.





disposalanalysisuntukmengidentifikasimotifdansumberbahanpeledak.13Tidak cukuphanyadenganmenjinakkanbom, analisispascakejadiansangat menentukan langkah hukum selanjutnya.
Keberhasilan operasi Jibom sangat dipengaruhi oleh kerja sama antarinstansi, misalnya dengan TNI, BNPT, dan lembaga pemadam kebakaran. Penanganan darurat tidak bisa berjalan sendiri, karena membutuhkan sistem komando terpadu.14 Sinergi antarinstansi menjadi pilar dalam respons darurat menghadapi ancaman ledakan atau serangan teroris.
Kejahatan dengan menggunakan bom termasuk dalam kategori extraordinarycrimeyangmembutuhkanpenanganankhususolehsatuanterlatih.15 Unit Jibom, sebagai bagian dari struktur Brimob, harus diposisikan sebagai garda depan dengan standar operasional tinggi. Kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti teror bom membutuhkan perangkat hukum dan satuan pelaksana yang bersifat khusus, cepat, dan tepat.


a) [bookmark: _TOC_250027]Macam-MacamPenangananDaruratolehSatuanBrimob

1) PenjinakanBahanPeledak(EOD-ExplosiveOrdnanceDisposal) Dilakukan oleh Unit Jibom (Penjinakan Bom) untuk menangani:
a) Ancamanbomrakitanataubahanpeledakaktif.

b) Paketmencurigakandiareapublikatauobjekvital.



[bookmark: _bookmark12]13Supardi,Agus.(2018).KeamananNasionaldanAncamanTerorisme.Jakarta:Prenadamedia Group.
[bookmark: _bookmark13]14Arief, Barda Nawawi & Setiawan, Dwi. (2020). Hukum dan Keamanan Publik: Kajian Teoritis dan Praktis. Semarang: FH UNDIP Press.
[bookmark: _bookmark14]15Hiariej,EddyOS.(2016).Prinsip-PrinsipHukumPidana.Yogyakarta:CahayaAtmaPustaka.





c) Pembersihanranjauataugranatsisakonflik.

Unit: JibomGegana

Peralatan:Bombsuit,robotEOD,X-rayscanner,alat disposal.

2) PenangananTerorismedanSeranganBersenjata Meliputi penindakan terhadap:
a) Aksiterorbersenjatadi gedungpublik ataufasilitasnegara.

b) Upayapembebasan sandera.

c) Penyergapanpelakuterorataupemberontakan bersenjata.

Unit:DetasemenAnti-TerorGegana

Taktik:Penyerbuancepat,sniper,negosiasitaktis.

3) PenanggulanganHuru-Hara(PHH/Dalmas) Digunakan saat terjadi:
a) Demonstrasibesaryang berujung anarkis.

b) Kerusuhanmassaataukonflikhorizontal.

c) Pembubaranmassayangmerusakfasilitas umum.

Unit:Pelopor/DalmasBrimob

Peralatan:Tameng,gasairmata,meriamair(watercannon),pelurukaret.

4) EvakuasiKorbandanSAR(SearchandRescue) Terlibat dalam:
a) Evakuasikorbanbencanaalam(banjir,longsor,gempa).

b) Pencarianoranghilangdiarea ekstrem.

c) Penanggulangankebakaranatauledakanpabrik.

Unit:TimSARBrimob
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Kemampuan:Rescueair,verticalrescue,medicalemergency.

5) PenangananKejahatanBerintensitasTinggi Terkait dengan:
a) Penangkapanbandarnarkobabersenjata.

b) Penindakankelompokbersenjatadiwilayahkonflik.

c) Pengawalanlogistiksensitif(senjata,uang negara).

Unit:PelopordanGegana

Metode:Operasisiaga,penyergapan terencana.

6) PengamananVIPdanObjekVital Meliputi:
a) Pengamanankepalanegaraataupejabatasing.

b) Penjagaanobjekvitalnasional(bandara,PLTN,kantorpemerintah).

c) Situasipengawalandalamkondisirawanserangan.

Unit:GeganaSubdetProteksi

Fokus:Keamananpreventifdanpertahananreaktif.

7) PenangananAncamanKimia,Biologi,danRadioaktif(CBRN) Dilakukan saat terdapat:
a) Serangandenganbahankimiaatauradioaktif.

b) Kebocoranzatberbahayadikawasan industri.

c) Ancamanbioterorisme(misal:anthrax).

Unit: CBRNGegana

Peralatan:Hazmatsuit,alatdeteksiradiasi/kimia,dekontaminasi.
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C. [bookmark: _TOC_250026]PengertianHukumHumaniter

Hukum Humaniter Internasional (sering disebut Hukum Perang atau HukumKonflikBersenjata)adalahcabangdarihukuminternasionalyangmengatur perlindungan terhadap individu yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, serta pembatasan cara dan metode berperang dalam suatu konflik
Hukum Humaniter adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang ditujukan untuk melindungi korban konflik bersenjata dan membatasi penderitaan yang disebabkan oleh perang. Hukum ini berlaku baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.
Hukum humaniter merupakan perangkat aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan, serta untuk mengatur pembatasan dalam penggunaan kekuatan dan alat perang.16
Hukum humaniter adalah bagian dari hukum internasional yang bertujuan untukmelindungikorbankonflikbersenjatadanmengaturcaraberperangagartidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan.17
Hukum humaniter adalah seperangkat aturan internasional yang mengatur perlindungan terhadap orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran dan membatasi penggunaan sarana serta metode peperangan demi kepentingan kemanusiaan18


[bookmark: _bookmark15]16Kalshoven,F.,&Zegveld,L.(2011).ConstraintsontheWagingofWar: AnIntroductionto International Humanitarian Law (4th ed.). Geneva: International Committee of the Red Cross.
[bookmark: _bookmark16]17Djajaatmadja,B.I.(2000).HukumHumaniterInternasional.Bandung:PenerbitMandarMaju.
[bookmark: _bookmark17]18Nur Dewata, M. F. (2018). PengantarHukumHumaniterInternasional.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.





a) [bookmark: _TOC_250025]DasarHukumUtama

1) KonvensiJenewa1949(4 Konvensi):

a) Perlindunganterhadapprajurityangterlukadansakitdimedandarat

b) Perlindunganterhadapprajurityangterluka,sakit,dankorbankapal karam di laut
c) Perlindunganterhadaptawanan perang

d) Perlindunganterhadappenduduksipil dalammasa perang

2) ProtokolTambahanKonvensiJenewa(1977dan 2005)

3) HukumKebiasaanInternasional

4) StatutaRomaMahkamah PidanaInternasional(1998)



b) [bookmark: _TOC_250024]TujuanHukumHumaniter

1) Melindungimerekayangtidakambilbagiandalampermusuhan(sipil, petugas medis, sukarelawan, dll.)
2) Membatasicaradan senjatayang digunakandalam perang

3) Mencegahpenderitaanyangtidak perlu



c) [bookmark: _TOC_250023]Prinsip-PrinsipUtama

1) PrinsipDistingsi–membedakanantarakombatan dannon-kombatan

2) PrinsipProporisonalitas–seranganharusseimbangantarakeuntungan militer dan kerugian sipil
3) PrinsipKebutuhanMiliter–hanyatindakanyangdiperlukanuntuk mencapai tujuan militer yang sah diperbolehkan





4) PrinsipKemanusiaan–laranganmenyebabkanpenderitaanyangtidakperlu



d) Pihakyang Dilindungi

1) Penduduksipil

2) Petugasmedisdanrelawankemanusiaan

3) Tawananperang

4) Korbanluka-lukadansakit

5) Wartawan (dalam batas tertentu) ContohPelanggaranHukumHumaniter
1) Menyerang rumahsakitatausekolah

2) Menggunakansenjatakimia/biologis

3) Membunuhtahananatauwarga sipil

4) Menjadikanwargasipilsebagaitameng manusia

5) Melakukanpenyiksaanterhadaptahanan perang



e) [bookmark: _TOC_250022]RelevansidalamKonteksIndonesia

Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 telah meratifikasikeempatkonvensitersebutmelaluiUUNo.59Tahun1958.Penerapan hukum humaniter juga relevan dalam konteks tugas-tugas TNI dan POLRI (termasukSatuanBrimob)ketikamenghadapikonflikbersenjatainternal,termasuk penanganan terorisme dan pengamanan operasi militer.





D. [bookmark: _TOC_250021]PenelitianTerdahulu
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